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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Evaluasi penatausahaan dan pelaporan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) pada SDK.St.Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende 

Tengah Kabupaten Ende sudah cukup terlaksana dengan baik walaupun 

masih belum sempurna. Dari hasil penelitian terhadap penatausahaan dan 

pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDK.St.Herman 

Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 

SDK.St.Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten 

Ende belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan antara lain 

seperti dalam proses penginputan, sekolah belum melakukannya dengan 

waktu yang sudah ditentukan. 

2. Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 

SDK.St.Herman Yosef Paupire Kecamatan Ende Tengah Kabupaten 

Ende mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dengan 

memberikan laporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah  

pada setiap akhir periode. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah Kementrian dan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende,Sekolah juga melakukan 

publikasi berupa penjelasan pada sosialisasi saat rapat. Untuk pelaporan 

khususnya dalam transparansi penggunaan dana BOS, peneliti 
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menemukan bahwa sekolah ini tidak menyediakan papan informasi atau 

spanduk atas penggunaan dana BOS. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, yang kemudian telah disimpulkan maka 

peneliti perlu memberikan saran kepada: 

1. Bagi SDK.St.Herman Yosef Paupire 

Dalam Penatausahaan dana BOS sekolah diharapkan mengikuti segala 

prosedur pelaksanaan penatausahaan sesuai dengan aturan yang sudah 

ditetapkan antara lain, Pelaporan harus lebih ditingkatkan transparansi 

dalam penggunaan dana BOS,yaitu dengan menyediakan papan informasi 

atau spanduk informasi mengenai penggunaan dana BOS agar semua pihak 

dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut berhak mengetahui 

penggunaan dana BOS yang sudah dikelola. 

2. Bagi Pihak Pemerintah 

Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Ende agar lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah pada SDK agar pelaksanaan pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah dapat berjalan baik sesuai dengan 

aturan yang ada. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih meneliti mengenai 

transparansi dalam pelaporan dana BOS terhadap sekolah yang diteliti 

agar pelaporannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
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